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KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan
karunia — Nya yang tak terhingga, sehingga penyusunan Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKjIP) Akhir Tahun Anggaran 2021 pada Organisasi
Perangkat Daerah (OPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tuban
dapat terselesaikan dengan baik.

LKjlP ini disusun dalam rangka memenuhi amanah Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun
2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53
Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan
Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana surat
Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban tanggal 6 Januari 2022 Nomor :
069.5/51/414.032/2022 perihal Penyusunan Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah Tahun 2021.

Selanjutnya, kepada semua aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Tuban, kami sampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang
setulus-tulusnya atas selurun upaya yang telanh dilakukan dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang komunikasi dan informatika
selama kurun waktu Tahun 2021.

Tuban, 31 Desember 2021

——Kepala Dinas
: ml@ﬂ dan Informatika
Kab ) ten Tuban

; Pembrna Utama Muda
NIP. 19661102 199603 1 003




BAB I
PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi  (TIK) yang begitu pesat
telah mengiringi proses perubahan tatanan dunia dari yang bersifat terbatas
menjadi tanpa batas. Pesatnya informasi global Kini tidak hanya merambah di
wilayah perkotaan saja, tetapi telah sampai ke pelosok pedesaan sehingga
mendorong terjadinya perubahan dalam kehidupan masyarakat. Meski demikian
perubahan tersebut masih terjadi adanya kesenjangan dalam bidang informasi dan
komunikasi yang disebabkan oleh beberapa hal. Beberapa hal terjadinya
kesenjangan tersebut antara lain; keberagaman tingkat pendidikan masyarakat,
budaya, dan kondisi geografis dan ketersediaan infrastruktur, Kondisi demikian
tentu menjadi tugas negara dalam hal ini pemerintah untuk memfasilitasinya
dalam rangka mengurangi kesenjangan tersebut sehingga masyarakat mudah
memperoleh  informasi yakni melakukan pemerataan infrastruktur,
pendayagunaan media informasi dan pemberdayaan lembaga komunikasi

masyarakat.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tuban sebagai organisasi
perangkat daeran (OPD) yang membidangi komunikasi dan informatika tentu
diharapkan memenuhi tuntutan masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan
bidang kominfo kepada masyarakat sehingga penyelenggaraan pemerintahan
transparan dan akuntabel sesuai dengan era keterbukaan informasi. Dengan upaya
pemerataan informasi dan pemenuhan hak publik di bidang kominfo yang
dilaksanakan Dinas Kominfo maka diharapkan masyarakat akan lebih partisipatif
memanfaatkan komunikasi dan informatika, yang pada gilirannya dapat
meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta implementasi e-government dalam
rangka terwujudnya reformasi birokrasi di Kabupaten Tuban. E-government yang
dimaknai sebagai penyelenggaraan kepemerintahan berbasis elektronik yang
bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efisien, efektif dan
interaktif, merupakan konsep yang sinergi antara penyelenggaraan pemerintahan
dengan pemanfaatan teknologi informasi melalui kesiapan infrastruktur dan
sumberdaya aparatur sebagai pelayan masyarakat. Pemerintah Daerah dalam
menetapkan kebijakan dan melaksanakan kegiatan pemerintahan dan
pembangunan memerlukan dukungan ketersediaan informasi yang cepat, tepat,
mudah dan akurat. Oleh karena itu, untuk mendukung kebutuhan tersebut periu
manajemen pemerintahan dan pemanfaatan teknologi informasi yang didukung
jaringan informasi dan komunikasi yang mencakup semua OPD.




BAB Il
PERENCANAAN KINERJA

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, disusun perencanaan
pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan nasional.
Perencanaan pembangunan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang
(RPJP) daerah, Rencana Panjang Jangka Menengah (RPJM) daerah, Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD).

Organisasi Perangkat Daerah ( OPD ) menyusun rencana strategis (Renstra
OPD) memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan
pembangunan sesuai tugas dan fungsi OPD berpedoman pada Rencana Panjang
Jangka Menegah ( RPJM ) daerah.

1. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Dinas Komumikasi dan Informatika Kabupaten Tuban Tahun
2016 - 2021 merupakan acuan dalam membuat jadwal rencana kerja/kegiatan baik
kegiatan yang bersifat rutin maupun proyek. Rencana Strategis Tahunan merupakan
penjabaran dari Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komumikasi dan Informatika sesuai
dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dalam pelaksanaan kegiatan. Sebagaimana
yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Komumikasi dan Informatika
Tahun 2016 -2021.
A. Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika
sampai pada akhir Tahun 2021 adalah Peningkatan Kualitas Layanan di Bidang
Komunikasi dan Informatika

B. Strategi dan Kebijakan
Untuk mewujudkan tujuan tersebut, diperlukan rumusan strategi yang
ditetapkan berdasarkan identifikasi kelemahan dan kelebihan serta berbagai
alternatif pelaksanaan Komunikasi dan Informatika, yaitu sebagai berikut:
1. Meningkatkan pembinaan kelompok informasi masyarakat (KIM) di kabupaten
Tuban;
Meningkatkan penerbitan media informasi;
Menyediakan informasi dan dokumentasi dalam rangka keterbukaan informasi
publik;

4. Melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana penunjang;




5. Mengelola situs web OPD secara terpusat dan aplikasi layanan informasi
publik; Menyelenggarakan reportase dan rellay pelaksanaan pemerintah dan
pembangunan dan acara khusus serta acara dialog interaktif dengan tema
pembangunan;

Adapun dukungan rumusan kebijakan yang diambil adalah sebagai

berikut:

a. Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana dan prasarana IT (Infrastruktur
jaringan, database, aplikasi) untuk menerapkan kebijakan Bupati;

b. Menerapkan tren positif E-Goverment dan TIK dalam penyelenggaraan
pemerintahan sesuai anggaran yang tersedia ;
Mendayagunakan media informasi dan komunikasi secara kreatif dan inovatif;
Memenuhi kebutuhan pengembangan TIK dalam penyelenggaraan
pemerintahan sesuai TUPOKSI| organisasi, komitmen dan kepedulian
pemimpin;

e. Mewujudkan layanan publik sesuai kesadaran masyarakat akan pentingnya
informasi melalui sarana dan prasarana Tl yang ada;
f.  Memenuhi tuntutan masyarakat untuk layan publik yang trasparan dan lebih
baik dengan anggaran yang tersedia,

g. Meningkatkan kualitas SDM bidang IT di OPD sesuai TUPOKSI organisasi
yang mendukung pengembangan IT;

h. Meningkatkan kualitas dan kapasitas aplikasi dan database OPD dengan
anggaran yang tersedia;

i. Meningkatkan dukungan dan kesadaran OPD terhadap pengembangan IT
melalui sarana dan prasarana IT yang ada,
j.  Memenuhi tuntutan globalisasi informasi yang berdampak pada keterbukaan
informasi publik secara kredit dan inovatif,

k. Mengurangi adanya kesenjangan informasi dalam masyarakat melalui sarana
dan prasarana IT yang ada,;

l. Meningkatkan komunikasi dan kordinasi antar lembaga dan masyarakat secara

kreatif dan inovatif dengan sarana dan prasarana IT yang tersedia.

Berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan, Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Tuban menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan
untuk mencapai tujuan yang diharapkan selama kurun waktu lima tahun
(Tahun 2016-2021).




Penyelenggaraan program dan kegiatan pada urusan Komunikasi dan
Infromatika yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021
terdiri dari 5 program 12 kegiatan yang dijabarkan dalam 38 Sub Kegiatan dengan
rincian sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Kegiatan sebagai
berikut :
a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan
Sub Kegiatan sebagai berikut :
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan sebagai
berikut :
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan /
Semesteran SKPD
- Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan sebagai
berikut :
- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- Sosialisasi Peraturan Perundang — Undangan
- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan
d. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan Sub Kegiatan
sebagai berikut :
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor




g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan
Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Pemeliharaan Mebel

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

2. Program Informasi dan Komunikasi Publik dengan Kegiatan sebagai berikut :

a. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

Pengelolaan Media Komunikasi Publik
Pelayanan Informasi Publik

Layanan Hubungan Media

Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan

3. Program Aplikasi Informatika dengan Kegiatan sebagai berikut :

a. Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan

Sub Domain di Lingkup Pemerintan Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub

Kegiatan sebagai berikut :

Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah

b. Pengelolaan E — Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan
Berbasis Elektronik

Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah

Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik

Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintanan Berbasis
Elektronik

Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan
Kota Cerdas

Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan

Komunikasi Pemerintah Daerah

4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral dengan Kegiatan sebagai berikut :

a. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota dengan

Sub Kegiatan sebagai berikut :

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan
diseminasi Data Statistik Sektoral

Pengembangan Infrastruktur




5.  Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi dengan
Kegiatan sebagai berikut :
a. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
- Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintan Daerah

Kabupaten/Kota




BAB IlI
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian target indikator kinerja SKPD pada urusan komunikasi dan informatika
menunjukkan keberhasilan pembangunan pada urusan komunikasi dan informatika
yang telah dilaksanakan selama tahun 2021. Keberhasilan pelaksanaan kegiatan
pembangunan dalam rangka menunjang pencapaian misi Kabupaten Tuban yang
meliputi Meningkatkan pelayanan informasi publik dengan indikator (1) Hasil Survey
Kepuasan Masyarakat atas pelayanan informasi; (2) Cakupan Layanan sistem dan
jaringan TIK; (3) Terintegrasinya sistem informasi di OPD. Menindaklanjuti visi, misi,
dan arah kebijakan Bupati Tuban, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tuban
mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Komunikasi
dan Informatika berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, dengan mengacu
kepada Misi ke—4, yaitu Memantapkan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Baik,
Profesional, Transparan, Akuntabel dan Sistem Pengawasan yang Efektif. Adapun
Realisasi Indikator Kinerja Daerah Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2021
sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1. Realisasi Indikator Kinerja Daerah Urusan Komunikasi dan Informatika

Tahun 2021
FORMULASI REALISASI
NG e IKU DATA | SATUAN | TARGET| SAMPAI
PENUNJANG TAHUN 2021
1 | Meningkatkan | Indeks Kepuasan | Hasil Survey
pelayanan Masyarakat atas | Kepuasan
informasi pelayanan Masyarakat A A
pembangunan | informasi
daerah
kepada publik
Cakupan Jumlah OPD
Layanan Jaringan | yang sudah
TIK memanfaatkan
jaringan TIK o
dibagi Jumlah % o 160
seluruh OPD
dikali seratus
persen
Terintegrasinya Jumlah sistem
Sistem Informasi | informasi yang
di OPD terintegrasi
dibagi jumlah % 80 87
seluruh sistem
informasi dikali
seratus persen

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika 2021




Tabel 2. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Daerah Urusan Komunikasi dan
Informatika Tahun 2020 dengan Realiasai Indikator Kinerja Tahun 2021

SASARAN FORMULASI REALISASI | REALISASI
NO STRATEGIS IKU DATA SATUAN | TAHUN TAHUN
PENUNJANG 2020 2021
1 | Meningkatkan | Indeks Hasil Survey BB A
pelayanan Kepuasan Kepuasan
informasi Masyarakat Masyarakat
pembangunan | atas pelayanan
daerah informasi
kepada publik
Cakupan Jumlah OPD % 100 100
Layanan yang sudah
Jaringan TIK memanfaatkan
jaringan  TIK
dibagi Jumlah
seluruh  OPD
dikali seratus
persen
Terintegrasinya | Jumlah sistem % 75 87

Sistem
Informasi di
OPD

informasi yang
terintegrasi

dibagi jumlah
seluruh sistem
informasi dikali
seratus persen
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Tabel 3. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2021 dengan target jangka
menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Dinas Komunikasi dan

Informatika
Indikat i i
?(.I alor Target Renstra Tahun ke- | Realisasi Capaian Tahun ke- Rsia Gapain padh Tahlin
inerja ke-
NO sesua|Tuggs s
dan Fungsi
Perangkat 1 2 3 4 § 1 2 3 4 5 1 2 3 4
Daerah
1 | Hasil Survey Ba | Bai | Bai | Bai | Bai | Bai | Bai | Bai | Bai Bai | Bai | Bai | Bai
Kepuasan ik k k k k k k k k k k k k
Masyarakat
atas
Pelayanan
Informasi
2 | Cakupan % | 55|65 | 70 | 75 | 80 | 55 | 95 | 100 | 100 40 5
Layanan
sistem
dan jaringan
TIK
3 | Terintegrasin % n/| 65 | 70 | 75 | 80 | n/fa | 91 | 77, | 71, 91 | (13, | (6,4
ya sistem a 8 2) )
informasi di
OPD
B. Realisasi Anggaran Beserta Hasil Yang Dicapai Tahun 2021
Pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana uraian diatas, dapat

direalisasikan dengan beberapa tolok ukur diantaranya indikator hasil kegiatan.

Adapun rekapitulasi realisasi program dan kegiatan pada urusan Komunikasi dan

Informatika pada tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 2. Realisasi Program dan Kegiatan APBD Kabupaten Tuban Tahun 2021

Dinas Komunikasi dan Informatika

Perangkat Daerah

Anggaran (Rp.)

Realisasi (Rp.)

%

Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. 11.866.082.639,00 | 10.981.391.291,00 | 92,54
Tuban

Program Penunjang Urusan Pemerintahan 169.053.070,00 148.477.790,00 | 87,83
Daerah

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan 97.010.434,00 77.234.595,00 | 99,23
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Dokumen Perencanaan 38.569.000,00 38.332.095,00 | 99,39

Perangkat Daerah
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Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat 39.261.500,00 38.902.500,00 | 99,09
Daerah

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat 97.010.434,00 94.943.650,00 | 97,87
Daerah

Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan 28.710.000,00 27.900.000,00 | 97,18
ASN

Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan 57.894.250,00 57.132.500,00 | 98,68
Akuntansi SKPD

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan 3.753.067,00 3.688.500,00 | 98,28
Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan 3.518.950,00 3.177.500,00 | 90,30
Laporan Keuangan

Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan 3.134.167,00 3.045.150,00 | 97,16
Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

Kegiatan Administrasi Kepegawaian 2.954.720.230,00 | 1.403.068.890,00 | 47,49
Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 11.560.000,00 9.980.000,00 | 86,33
Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang | 2.849.454.950,00 | 1.304.104.460,00 | 45,77
— Undangan

Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi 93.705.280,00 88.984.430,00 | 94,96
Peraturan Perundang - Undangan

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat 182.952.600,00 181.087.299,00 | 98,98
Daerah

Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat 89.210.000,00 87.988.949,00 | 98,63
Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi 9.998.700,00 9.980.500,00 | 99,82
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan 29.955.300,00 29.945.800,00 | 99,97
Perlengkapan Kantor

Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik 38.788.600,00 38.172.050,00 | 98,41
Kantor

Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan 15.000.000,00 15.000.000,00 | 100

dan Penggandaan

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah 0 0 0

Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
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Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan 0 0 0
Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan

Lainnya

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang 349.477.190,00 304.809.944,00 | 87,32
Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat 23.527.467,00 20.625.000,00 | 87,66
Menyurat

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, 275.950.923,00 234.245.644,00 | 84,89
Sumber Daya Air dan Listrik

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan 20.000.000,00 19.948.800,00 | 99.74
Perlengkapan Kantor

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan 29.998.800,00 29.990.500,00 | 99,97
Umum Kantor

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik 243.710.650,00 227.725.800,00 | 93,44
Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan

Daerah

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 71.533.950,00 62.277.200,00 | 87,06
Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan

Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas

Jabatan

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 84.953.700,00 80.098.000,00 | 94,28
Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan

Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel 13.400.000,00 13.300.000,00 | 99,25
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan 73.823.000,00 72.050.600,00 | 97,60
Mesin Lainnya

Program Informasi dan Komunikasi Publik 2.151.624.650,00 | 1.952.892.416,00 | 90,76
Kegiatan Pengelolaan Informasi dan 2.151.624.650,00 | 1.952.892.416,00 | 90,76
Komunikasi Publik Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi 1.065.816.050,00 944.592.679,00 | 88,63
Publik

Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik 269.809.500,00 258.918.810,00 | 95,96
Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media 680.000.000,00 667.752.802,00 | 98,20
Sub Kegiatan Kemitraan dengan Pemangku 135.999.100,00 81.628.125,00 | 60,02
Kepentingan

Program Aplikasi Informatika 4.246.517.482,00 | 4.179.082.846,00 | 98,41
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Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang
Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat
dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota

2.577.000.000,00

2.569.648.084,00

94,70

Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra
Pemerintah Daerah

2.577.000.000,00

2.569.648.084,00

94,70

Kegiatan Pengelolaan e-government di
Lingkup Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota

1.669.517.482,,00

1.609.434.762,00

99,71

Sub Kegiatan Sinkronisasi Pengelolaan
Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan
Berbasis Elektronik

56.475.000,00

47.354,220,00

83,85

Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data

Pemerintahan Daerah

290.000.000,00

270.065.500,00

93,13

Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi
Data dan Informasi Elektronik

264.988.000,00

261.167.500,00

98,56

Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan
Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis
Elektronik

347.514.982,00

341.760.406,00

98,34

Sub Kegiatan Pengembangan dan
Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota
Cerdas dan Kota Cerdas

641.919.000,00

604.521.261,00

94,17

Sub Kegiatan Pengembangan dan
Pengelolaan Sumber Daya Teknologi

Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah

98.620.500,00

84.565.875,00

85,75

Program Penyelenggaraan Statistik
Sektoral

336.864.000,00

285.853.206,00

84,86

Kegiatan Penyelenggaraan Statistik
Sektoral di Lingkup Daerah
Kabupaten/Kota

336.864.000,00

285.853.206,00

84,86

Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi
Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan
diseminasi Data Statistik Sektoral

202.441.000,00

163.572.923,00

80,80

Sub Kegiatan Pengembangan Infrastruktur

134.423.000,00

110.880.000,00

93,37

Program Penyelenggaraan Persandian
untuk Pengamanan Informasi

118.750.000,00

110.880.000,00

93,37

Kegiatan Penyelenggaraan Persandian

118.750.000,00

110.880.000,00

93,37
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untuk Pengamanan Informasi Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan 118.750.000,00 110.880.000,00 | 93,37
Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tuban Tahun 2021

Adapun Rincian Penggunaan Sebagai Berikut :

1. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Upaya pemerataan informasi dan pemenuhan hak publik di bidang kominfo
yang dilaksanakan Dinas Kominfo diharapkan masyarakat akan lebih partisipatif
memanfaatkan komunikasi dan informatika, yang pada gilirannya dapat
meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta implementasi e-government dalam
rangka terwujudnya reformasi birokrasi di Kabupaten Tuban. E-government yang
dimaknai sebagai penyelenggaraan kepemerintahan berbasis elektronik yang
bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efisien, efektif dan
interaktif, merupakan konsep yang sinergi antara penyelenggaraan pemerintahan
dengan pemanfaatan teknologi informasi melalui kesiapan infrastruktur dan
sumberdaya aparatur sebagai pelayan masyarakat. Pemerintan Daerah dalam
menetapkan kebijakan dan melaksanakan kegiatan pemerintahan dan
pembangunan memerlukan dukungan ketersediaan informasi yang cepat, tepat,
mudah dan akurat. Oleh karena itu, untuk mendukung kebutuhan tersebut perlu
manajemen pemerintahan dan pemanfaatan teknologi informasi yang didukung

jaringan informasi dan komunikasi yang mencakup semua OPD.

a. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Dalam urusan Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Tuban dilaksanakan
oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

Pada Dinas Komunikasi dan Informatika, dengan anggaran sebesar Rp.
6.398.142.132 dan terealisasi sebesar Rp. 6.131.975.262,00 atau 95,83 %. Dengan
indikator kinerja yaitu :

1. Hasil Survey Kepuasan Masyarakat atas pelayanan informasi dengan target A
dan terealisasi A

2. Cakupan Layanan Jaringan TIK dengan target 80 dan terealisasi 100

3. Terintegrasinya Sistem Informasi di OPD dengan target 80 dan terealisasi 87

Adapun rincian program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika
sebagai berikut :
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1. Program Informasi dan Komunikasi Publik dengan Kegiatan sebagai berikut :

a.

Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

- Pengelolaan Media Komunikasi Publik, dipergunakan untuk biaya cetak
majalah akbar dan selayang pandang dan juga operasional Lembaga
Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Pradya Suara

- Pelayanan Informasi Publik, dipergunakan untuk kegiatan sosialisasi
PPID, pengisian website.

- Layanan Hubungan Media, digunakan untuk Pendokumentasian kegiatan
kedinasan Pimpinan Daerah serta publikasi, belanja iklan di media massa
dan untuk meliput kegiatan Pimpinan Daerah.

- Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan, dipergunakan untuk
Pembinaan KIM

2. Program Aplikasi Informatika dengan Kegiatan sebagai berikut :

a.

Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat
dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan
Sub Kegiatan sebagai berikut :

- Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah  Daerah,
dipergunakan untuk Pemeliharaan Jaringan Tl seluruh OPD se Kabupaten
Tuban

Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

- Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan
Berbasis Elektronik dipergunakan untuk menyusun Rencana Induk SPBE

- Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah, dipergunakan untuk
Penyusunan sistem informasi Tuban Data Center dan pengadaan server

- Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik, dipergunakan
untuk mengintegrasikan aplikasi seperti e Kinerja dan e SKP

- Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis
Elektronik,  dipergunakan  untuk pembuatan aplikasi sesuai
kebutuhan/permintaan OPD

- Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan
Kota Cerdas, dipergunakan untuk sosialisasi website desa dan produk
Kominfo ke masyarakat

- Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan
Komunikasi Pemerintah Daerah, dipergunakan untuk pengelolaan
videotron dan sosialisasi untuk meningkatkan pengetahuan TIK

masyarakat.
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b. Realisasi Anggaran Tahun 2021

Program dan kegiatan yang direalisasikan pada urusan komunikasi dan

informatika pada tahun 2021 didukung alokasi anggaran sebagai berikut :

Tabel. 3.2.28
Realisasi Anggaran Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2021

Perangkat Daerah

Anggaran (Rp.)

Realisasi (Rp.)

%

Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. 10.317.650.000,00 | 9.563.064.360,00 | 92,69
Tuban

Program Informasi dan Komunikasi Publik 2.151.624.650,00 | 1.952.892.416,00 | 90,76
Kegiatan Pengelolaan Informasi dan 2.151.624.650,00 | 1.952.892.416,00| 90,76
Komunikasi Publik Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi 1.065.816.050,00 944.592.679,00 | 88,63
Publik

Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik 269.809.500,00 | 258.918.810,00 | 95,96
Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media 680.000.000,00 | 667.752.802,00 | 98,20
Sub Kegiatan Kemitraan dengan Pemangku 135.999.100,00 81.628.125,00 | 60,02
Kepentingan

Program Aplikasi Informatika 4.246.517.482,00 | 4.179.082.846,00 | 98,41
Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang 2.577.000.000,00 | 2.569.648.084,00| 94,70
Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan

Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota

Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra 2.577.000.000,00 | 2.569.648.084,00 | 94,70
Pemerintah Daerah

Kegiatan Pengelolaan e-government di 1.669.517.482,,00 | 1.609.434.762,00 | 99,71
Lingkup Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Sinkronisasi Pengelolaan 56.475.000,00 47.354,220,00 | 83,85
Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan

Berbasis Elektronik

Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data 290.000.000,00 270.065.500,00 | 93,13
Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Data 264.988.000,00 261.167.500,00 | 98,56
dan Informasi Elektronik

Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan 347.514.982,00 341.760.406,00 | 98,34
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Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis
Elektronik ‘

Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan 641.919.000,00 604.521.261,00 | 94,17
Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota

Cerdas

Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan 98.620.500,00 84.565.875,00 | 85,75
Sumber Daya Teknologi Informasi dan

Komunikasi Pemerintah Daerah

Program Informasi dan Komunikasi Publik 2.151.624.650,00 | 1.952.892.416,00 | 90,76
Kegiatan Pengelolaan Informasi dan 2.151.624.650,00 | 1.952.892.416,00 | 90,76
Komunikasi Publik Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi 1.065.816.050,00 944 592 679,00 | 88,63
Publik

Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik 269.809.500,00 | 258.918.810,00| 95,96
Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media 680.000.000,00 667.752.802,00 | 98,20
Sub Kegiatan Kemitraan dengan Pemangku 135.999.100,00 81.628.125,00 | 60,02

Kepentingan

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tuban Tahun 2021

c. Realisasi Indikator Kinerja Daerah

Capaian kinerja pada tahun 2021 berdasarkan indikator sasaran, sebagai

berikut :
Tabel 3.2.29
Capaian Indikator Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2021
Uraian Indikator o Fonnn ey
No S Satuan | Tahun . .
Kinerja Target | Realisasi | Capaian
2020
1 2 3 4 5 6 7
1. | Indeks Kepuasan
Masyarakat atas A A A Tercapai
pelayanan
informasi
2. | Cakupan Layanan o ,
Jaringan TIK %o 100 80 100 Tercapai
3. | Terintegrasinya
Sistem Informasi di % 71,4 80 87 Tercapai
OPD

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.

Tuban Tahun 2021
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Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja pemerintah Kab. Tuban

dalam urusan Komunikasi dan Informatika adalah Tercapainya Peningkatan Kualitas

Layanan di Bidang Komunikasi dan Informatika. Meningkatnya Pelayanan Informasi

didukung oleh :

1) Prosentase informasi telah disampaikan kepada masyarakat

2) Persentase OPD yang memanfaatkan TIK untuk menunjang Administrasi

Pembangunan

3) Cakupan pelayanan jaringan teknologi informatika

4) Prosentase jumlah data yang tersandikan

5) persentase OPD yang memanfaatkan aplikasi integrasi data

6) persentase elemen data dan informasi statistik yang terpublikasikan dan terupdate.

d. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

Berdasarkan tugas dan fungsi Pelayanan Dinas Komunikasi dan

Informatika Kabupaten Tuban, isu strategis yang harus diperhatikan dalam

perencanaan pembangunan Komunikasi dan informatika adalah sebagai berikut:

1.

Belum optimalnya pelaksanaan keterbukaan informasi publik di
lingkungan pemerintah Kabupaten Tuban,;

Belum optimalnya penyebarluasan informasi citra positif pemerintah di
media massa untuk menangkal berita hoax;

Kurangnya ruang informasi publik yang memadai untuk akses informasi
bagi masyarakat;

Informasi pembangunan yang dilakukan pemerintah belum tersosialisasi
dengan baik di masyarakat;

Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam penyebarluasan informasi
program dan kegiatan pemerintah;

Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi komunikasi (TIK) untuk
mendukung pelaksanaan SPBE;

Belum optimalnya regulasi daerah dalam pelaksanaan SPBE dan Smart
City;

Masih terbatasnya sumber daya yang memadai di bidang layanan

komunikasi dan informatika.

2) Solusi Pemecahan Masalah

Pemecahan masalah yang berpengaruh terhadap kinerja Dinas

Komunikasi dan Informatika adalah :

1. Meningkatkan pembinaan kelompok informasi masyarakat (KIM) di kabupaten
Tuban;
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2. Meningkatkan penerbitan media informasi;

3. Menyediakan informasi dan dokumentasi dalam rangka keterbukaan informasi
publik;

4. Melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana penunjang;

5. Mengelola situs web OPD secara terpusat dan aplikasi layanan informasi
publik;

6. Menyusun regulasi tentang pelaksanaan SPBE

2. URUSAN STATISTIK
Penyelenggaraan urusan wajib non pelayanan dasar Statistik di Kabupaten

Tuban dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dan Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah. Pada Tahun 2021, diarahkan untuk pengembangan Sistem

Informasi Data Statistik dan Dokumen Data Statistik Sektoral sebagai pendukung

perencanaan pembangunan daerah.

a. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Dalam urusan Statistk di Kabupaten Tuban dilaksanakan oleh Dinas

Komunikasi dan Informatika.

Dengan anggaran sebesar Rp. 336.864.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.
285.853.206,00 atau 84,86 %, dengan indikator kinerja yaitu :

1. Jumlah Sistem Informasi Data Statistik yang dikelola

2. Jumlah Dokumen Statistik Sektoral

Adapun rincian program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika
sebagai berikut :

b. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral dengan Kegiatan sebagai berikut :
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub
Kegiatan sebagai berikut :

- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi
Data Statistik Sektoral digunakan untuk Cetak Buku Kabupaten Tuban Dalam
Angka, Dokumen PDRB Kabupaten Tuban dan Dokumen Kecamatan Dalam
Angka serta monitoring Menara telekomunikasi

- Pengembangan Infrastruktur dipergunakan untuk Penyusunan Sistem Informasi
Data Statistik Khusus Data-data Statistik yang terbagi dalam Kecamatan Dalam
Angka di 20 Kecamatan.

b. Realisasi Anggaran Tahun 2021
Program dan kegiatan yang direalisasikan pada urusan statistik pada tahun

2021 didukung alokasi anggaran sebagai berikut :
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Tabel. 3.2.31
Realisasi Anggaran Urusan Statistik Tahun 2021

Perangkat Daerah

Anggaran (Rp.)

Realisasi (Rp.)

%

Dinas Komunikasi dan

Informatika

Program Penyelenggaraan
Statistik Sektoral

336.864.000,00

285.853.206,00

84,86

Kegiatan Penyelenggaraan
Statistik Sektoral di
Lingkup Daerah
Kabupaten/Kota

336.864.000,00

285.853.206,00

84,86

Sub Kegiatan Koordinasi dan
Sinkronisasi Pengumpulan,
Pengolahan, Analisis dan
diseminasi Data Statistik
Sektoral

202.441.000,00

163.572.923,00

80,80

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tuban Tahun 2021

c. Realisasi Indikator Kinerja Daerah

Capaian kinerja pada tahun 2021 berdasarkan indikator sasaran, sebagai

berikut :
Tabel 3.2.32
Capaian Indikator Kinerja Urusan StatistikTahun 2021
Capaian Tahun 2021
Uraian Indikator
No Satuan | Tahun ]
Kinerja Target Realisasi | Capaian
2020
1 2 3 4 5 6 7
1. | Jumlah Sistem Aplikasi 1 1 1 Aplikasi | Tercapai
Informasi Data Statistik Aplikasi | Aplikasi
yang dikelola
2. | Jumlah Dokumen Dokumen 350 375 375 Tercapai
Statistik Sektoral

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tuban Tahun 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja Pemerintah Kabupaten
Tuban urusan Statistik tercapai dari target 1 Aplikasi dan 375 Dokumen Statistik

Sektoral terealisasi 100%
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d. Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan
Adapun permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Tuban dalam
urusan statistik adalah sebagai berikut :
a. Sarana dan Prasarana pengolahan data dan statistik belum memadai;
b. Kualitas SDM dibidang kestatistikan belum memadai.

2. Solusi Pemecahan Masalah
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, beberapa solusi yang telah dilakukan
antara lain :
a. Mengusulkan Sarana dan Prasarana untuk menunjang urusan statistik
b. Mengusulkan Sumber Daya Aparatur yang berkompeten di Bidang statistik.

3. URUSAN PERSANDIAN

Penyelenggaraan urusan wajib non pelayanan dasar Persandian di
Kabupaten Tuban dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Pada Tahun
2021, diarahkan untuk Peningkatan Sisitem Informasi yang menerapkan Manajemen

Keamanan Informasi

a. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Dalam urusan Persandian di Kabupaten Tuban dilaksanakan oleh Dinas
Komunikasi dan Informatika.
Dengan anggaran sebesar Rp. 118.750.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.
110.880.000,00 atau 93,37 %, dengan indikator kinerja yaitu :
1. Peningkatan Sisitem Informasi yang menerapkan Manajemen Keamanan Informasi
Adapun rincian program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika
sebagai berikut :
1. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi dengan
Kegiatan sebagai berikut :
a. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
- Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota dipergunakan untuk penerbitan Tanda Tangan Elektronik
serta mengintegrasikan Tanda Tangan Elektronik dengan aplikasi

Pemerintah Daerah

b. Realisasi Anggaran Tahun 2021
Program dan kegiatan yang direalisasikan pada urusan statistik pada tahun

2020 didukung alokasi anggaran sebagai berikut :
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Tabel. 3.2.34

Realisasi Anggaran Urusan Statistik Tahun 2021

Perangkat Daerah

Anggaran (Rp.)

Realisasi (Rp.)

%

Dinas Komunikasi dan

Informatika

Program
Penyelenggaraan
Persandian untuk

Pengamanan Informasi

118.750.000,00

110.880.000,00

93,37

Kegiatan
Penyelenggaraan
Persandian untuk
Pengamanan Informasi
Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota

118.750.000,00

110.880.000,00

93,37

Sub Kegiatan
Penyediaan Layanan
Keamanan Informasi
Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota

118.750.000,00

110.880.000,00

93,37

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tuban Tahun 2021

c. Realisasi Indikator Kinerja Daerah

Capaian kinerja pada tahun 2021 berdasarkan indikator sasaran, sebagai

berikut :
Tabel 3.2.35
Capaian Indikator Kinerja Urusan Persandian Tahun 2021
Uraian Indikator Capalan T £ued
No i Satuan | Tahun o .
Kinerja Target | Realisasi | Capaian
2020
1 2 3 4 5 6 7
1. | Prosentase % 10 % Tercapai

Informasi
menerapkan
Manajemen

Peningkatan Sisitem

yang

Keamanan Informasi

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tuban Tahun 2021
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Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja Pemerintah Kabupaten

Tuban urusan Persandian tercapai dari target 10 % terealisasi 25%.

d. Permasalahan dan Solusi

1.

Permasalahan

Adapun permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Tuban dalam

urusan statistik adalah sebagai berikut :

a. Belum optimalnya penyelenggaraan keamanan informasi di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Tuban

b. Belum optimalnya sarana dan prasarana jejaring persandian daerah dan
informasi

C. Kurangnya sumber daya manusia di bidang pengelolaan persandian daerah

Solusi Pemecahan Masalah

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, beberapa solusi yang telah dilakukan

antara lain :

a. Menyusun regulasi tentang penyelenggaraan keamanan informasi

b. Mengusulkan Sarana dan Prasarana untuk menunjang urusan persandian

c. Mengusulkan Sumber Daya Aparatur yang berkompeten di Bidang
persandian
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BAB IV
PENUTUP

Berdasarkan tugas dan fungsi Pelayanan Dinas Komunikasi dan

Informatika Kabupaten Tuban, isu strategis yang harus diperhatikan dalam

perencanaan pembangunan Komunikasi dan informatika adalah sebagai berikut:

1.

now
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Tuntutan Publik akan Keterbukaan Informasi dan Transparansi Pola pikir
masyarakat yang semakin maju dan berkembang akan semakin menuntut
berbagai informasi yang dibutuhkan. Saat ini masyarakat semakin kritis dan
berani untuk menyampaikan pendapat, akan terus berupaya untuk mencari
informasi yang relevan dengan situasi kondisi yang dihadapinya.

Pemberdayaan dan Peran Aktif Masyarakat dalam Penyebarluasan Informasi
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sedemikian pesat
membuat masyarakat kini tak lagi hanya sekedar konsumen informasi yang
disampaikan oleh pemerintah. Namun masyarakat kini adalah sumber

(source), saluran (channel) dan penerima (receiver) informasi itu sendiri.

. Terbatasnya sumberdaya manusia yang trampil dan profesional

Kurangnya kemampuan mengintegrasikan sistem informasi dan database
SKPD

. Kurangnya kemampuan memberdayakan potensi komunikasi masyarakat

6. Belum optimalnya pengembangan aplikasi TIK

Pemecahan masalah yang berpengaruh terhadap kinerja Dinas

Komunikasi dan Informatika adalah :

1.

Meningkatkan pembinaan kelompok informasi masyarakat (KIM) di kabupaten
Tuban;

2. Meningkatkan penerbitan media informasi;

3. Menyediakan informasi dan dokumentasi dalam rangka keterbukaan informasi

publik;

4. Melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana penunjang;

Mengelola situs web OPD secara terpusat dan aplikasi layanan informasi
publik;

Menyelenggarakan reportase dan rellay pelaksanaan pemerintah dan
pembangunan dan acara khusus serta acara dialog interaktif dengan tema

pembangunan.
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